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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU

NOMOR : 9Ol HK.O3. 1 -Kpt / 632 2 / rlPu -Kot / X / 20 t9
TENTANG

SYARATJUMLAH DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA BAGI PASANGAN

CAION PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI

KOTA BANJARBARU TAHUN 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU,

Menimbang : a- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 41 ayat
(2) huruf a Undang-Undang Nomor I Tahun 2Ol5
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti

Undang-Undang Nomor I Tahun 2Ol4 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OlS Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor lO Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2Ol5 tentaxg penetapan peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I
Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Wali Kota menjadi Undang_Undang;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal g ayat

{1) Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 3

Iahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Watikota s4lagaimana
telah diubah dengan peraturan Komisi pemilihan

Umum Nomor 15 Tahun 2O17 tentang

Pencalonan ...
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Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru

tentang Syarat Jumlah Dukungan dan Persebarannya

Bagi Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan

Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun
2020.

Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II
Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 821, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sefagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OlS Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15

Nomor 5679);

Mengingat I

4. Undang-Undang ...
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Inmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor l0 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua ata.s Undang-Undang Nomor I Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi
Undang-Undang (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 589g);

5. Peraturan Komisi Pemifihan Umum Nomor O6 Tahun
2OO8 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Selcetariat Jenderal Komisi pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum provinsi dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi pemilihan Umum
Nomor 06 Tahun 2O08 tentang Susunan Orgalisasi
dan Tata Ke4'a Sekretariat Jenderal Komisi pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum provinsi

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

6. Peraturan ...



-4-

Memperhatikan

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubemur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau

Walikota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 1589);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2Ol9 tentang Tata Keq'a Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 320);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2Ol9 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2O2O (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 905);

9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor O4 Tahun

2007 tentang Pemecahan dan Pembentukan 2 (dua)

Kecamatan Baru di Kota Banjarbaru (Lembaran

Daerah Kota Banjarbaru tahun 2OO7 Nomor 4 Seri D

Nomor Seri 3).

1. Keputusan Komisi Pemithan Umum Kota Banjarbaru

Nomor : 32/HK.O3.l-Kpt/6372/KPU-KoI/IV/2019

tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil

Perbaikan (stiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun

2019 Tingkat Kota Banjarbaru;

2. Keputusan ...
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KESATU

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru

Nomor : 89/HK.03.l-Kpt/6372/KPU-Kot/Xl2Ol9
tentang Pedoman Teknis Syarat Jumlah Dukungan

dan Persebarannya Bagi Pasangan Calon Perseorangan

Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

Banjarbaru Tahun 2020.

3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor

2O96/PL.02.4-SD/01/KPU/xl20rg tanggal 22

Oktober 2019 tentang Pedoman Jumlah Pemilih dalam

DPT dan sebarannya yang menjadi syarat Penentuan

Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon

Perseorangan dan Penambahan Informasi pada

Formulir B.I.KWK Perseorangan Pada pemilihan

Kepala Daerah Serentak 202O;

4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kota Banjarbaru tanggal 26 Oktober 2Ol9 tentang
Persyaratan Dukungan Dan Jumlah Sebaran paling

Rendah Untuk Pasangan Calon Perseorangan Dalam
Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru
Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

BANJARBARU TENTANG SYARAT JUMLAH DUKUNGAN

DAN PERSEBARANNYA BAGI PASANGAN CAI,ON

PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN

WAKIL WALI KOTA BANJARBARU TAHUN 2020.

Menetapkan Syarat Jumlah Dukungan dan persebarannya

Bagi Pasangan Calon Perseorangan Dalam pemilihan WaIi

Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2O2O.

KEDUA..

Menetapkan
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Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru

tentang Syarat Jumlah Dukungan dan Persebarannya

Bagi Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan

Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun
2020.

Mengingat 1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II
Banjarbaru (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 821, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OlS tentang
Penetapan Peratural Pemerintah pengganti Undang-
Undang Nomor I Tahun 2OI4 tentang pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor I Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti

Undang-Undang Nomor I Tahun 2Ol4 tentang
Pernilihan Gubernur, Bupatr, dan Wali Kota menjadi
Undang-Undang (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Undang-Undang ...
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Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada Dilrtum

KESATU adalah paling sedikit l07o (sepuluh persen) dari
jumlah penduduk yang termuat dalam Daftar Pemilih

Tetap terakhir, atau paling sedikit be{umlah 15.634,7

(Lima Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Koma

Tujuh) jiwa, yang dilakukan pembulatan ke atas menjadi

15.635 (Lima Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima)
jiwa.

Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada Diktum
KEDUA paling sedikit tersebar di 3 (tiga) kecamatan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggat ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tansqal 26 Oktober 2019

KETUA KOMSI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU
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